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Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-undang yang dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar bagi
penyusunan hukum agraria nasional. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah
antara Ny. Tatty Hertika cs selaku ahli waris amarhum Wagianto dengan Y ayasan UMS { Union Makes
Strength) berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/K epala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 31-X1--1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor
129/Mangga Dua (dahulu Kebon Jeruk). Surat Keputusan tersebut didasari permohonan dari Yayasan UMS
yang mengaku sebagai pemilik dari SHM Nomor 129/Sisa/lMangga Dua tersebut. Tanah tersebut semula
adalah bekas hak Eigendom Verponding nomor 457, ternyata telah dijual oleh pemilik semula kepada

Y ayasan UMS berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 53 tanggal 6 Maret 1954 yang dibuat di hadapan
Notaris Raden Kadiman, yang sampai saat berlakunya UUPA tidak pernah didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berwenang
untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN, untuk membatalkan suatu Sertifikat Tanah yang ternyata
mengandung cacat hukum { Juridische gebreken). Suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat TUN yang tidak
sesual dengan prosedur atau suatu peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan
keadilan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat normatif empiris. Ditinjau dari sudut berlakunya penelitian
ini berbentuk evaluatif-perspektif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai putusan yang dikeluarkan
oleh lembaga peradilan dan memberikan jalan keluar berupa saran atau rekotnendasi terhadap Surat
Keputusan Menteri Negara AgrarialK epala Badan Pertanahan Nasional mengenai pembatalan Sertipikat
Hak Milik Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dibatalkannya Sertipikat Hak
Milik haruslah didahului dengan persidangan perkara perdata pada peradilan umum untuk menentukan siapa
pemilik tanah.
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